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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Filosofis
Landasan filosofis penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis–pragmatis yang menempatkan realitas manajemen layanan bimbingan dan konseling sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis serta dinilai berdasarkan kebermanfaatannya dalam menyelesaikan persoalan pendidikan nyata. Dalam pandangan konstruktivis, realitas organisasi sekolah tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis dan objektif, melainkan terbentuk melalui interaksi antaraktor pendidikan, kebijakan kelembagaan, serta budaya dan nilai yang hidup di sekolah. Manajemen layanan konseling dengan demikian dipahami sebagai praktik sosial yang maknanya dibangun bersama oleh konselor, kepala sekolah, guru, dan peserta didik dalam konteks sekolah tertentu (Creswell & Poth, 2018; Crotty, 2020).
Secara epistemologis, penelitian ini memandang pengetahuan tentang manajemen layanan konseling sebagai hasil pemahaman mendalam terhadap pengalaman, praktik, dan strategi yang dijalankan di lapangan. Pendekatan pragmatis menegaskan bahwa nilai suatu pengetahuan terletak pada kemampuannya memberikan solusi terhadap masalah aktual, bukan semata pada konsistensi teoretisnya. Oleh karena itu, analisis manajemen layanan konseling dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai bagaimana strategi, sistem, struktur, dan nilai organisasi sekolah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan minat belajar siswa (Biesta, 2015; Morgan, 2022).
Dalam kerangka aksiologis, penelitian ini menempatkan layanan bimbingan dan konseling sebagai instrumen strategis yang memiliki nilai moral, sosial, dan pedagogis. Layanan konseling tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif atau pendukung akademik, tetapi sebagai upaya etis untuk memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik secara utuh. Nilai-nilai profesionalisme, keberpihakan pada kebutuhan siswa, serta tanggung jawab institusional menjadi landasan dalam menilai efektivitas manajemen layanan konseling (Corey, Corey, & Callanan, 2021).
Landasan filosofis tersebut selaras dengan model McKinsey 7S yang memandang organisasi sebagai sistem terpadu yang terdiri atas elemen keras (structure, strategy, systems) dan elemen lunak (shared values, style, staff, skills) yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami manajemen layanan konseling secara holistik, yakni tidak hanya sebagai rangkaian prosedur teknis, tetapi sebagai kesatuan sistem organisasi yang dipengaruhi oleh nilai, kepemimpinan, budaya sekolah, dan kompetensi sumber daya manusia (Waterman, Peters, & Phillips, 1980; Ravanfar, 2015).
Dengan demikian, landasan filosofis penelitian ini memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana keselarasan unsur-unsur organisasi dalam model McKinsey 7S dapat mendukung pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah menengah atas. Landasan filosofis penelitian ini berfungsi sebagai pijakan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam memahami manajemen layanan konseling di sekolah menengah atas. Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis-pragmatis, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna melalui interaksi dan praktik para pelaku pendidikan dalam konteks kelembagaan tertentu.
Dalam paradigma konstruktivis, kebenaran dipahami sebagai hasil interpretasi terhadap pengalaman dan konteks sosial, bukan sebagai fakta tunggal yang terlepas dari subjeknya. Oleh karena itu, manajemen layanan konseling dipahami sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan, budaya sekolah, kepemimpinan, serta nilai-nilai yang dianut oleh penyelenggara layanan. 
Sementara itu, pendekatan pragmatis menekankan bahwa pengetahuan dinilai dari kebermanfaatannya dalam memecahkan persoalan nyata. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pragmatis digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen layanan konseling berkontribusi dalam meningkatkan minat belajar siswa.
Landasan filosofis ini sejalan dengan model McKinsey 7S yang memandang organisasi sebagai suatu sistem utuh yang terdiri atas dimensi-dimensi yang saling terkait dan harus dikelola secara selaras. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami manajemen layanan konseling secara holistik, tidak terpisah-pisah antara aspek struktural, sistemik, dan nilai-nilai yang mendasarinya.
Minat belajar dalam penelitian ini dipahami sebagai fenomena psikologis–pedagogis yang berakar pada hubungan bermakna antara individu dengan aktivitas belajar yang dijalaninya. Secara filosofis, minat belajar berpijak pada pandangan humanistik–konstruktivis, yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki kehendak, makna, dan tujuan dalam proses belajar. Belajar tidak dipahami sebagai proses mekanistik transfer pengetahuan, melainkan sebagai pengalaman personal yang melibatkan emosi, motivasi, dan keterlibatan kognitif siswa. Dalam perspektif ini, minat belajar muncul ketika aktivitas belajar dirasakan relevan, bermakna, dan selaras dengan kebutuhan serta pengalaman hidup peserta didik (Illeris, 2018; Schunk, Meece, & Pintrich, 2014).
Berdasarkan sudut pandang epistemologis, minat belajar dipahami sebagai konstruk yang terbentuk melalui interaksi antara faktor internal siswa dan konteks belajar yang diciptakan oleh lingkungan sekolah. Pengetahuan dan sikap belajar tidak berkembang secara netral, tetapi dibentuk oleh pengalaman belajar yang memberi ruang otonomi, dukungan emosional, serta pengakuan terhadap keberagaman potensi siswa. Oleh karena itu, minat belajar tidak dapat dilepaskan dari praktik pendidikan yang menekankan partisipasi aktif, relasi yang suportif, dan iklim belajar yang aman serta menghargai keberadaan siswa sebagai individu (Ryan & Deci, 2020; Renninger & Hidi, 2019).
Secara aksiologis, minat belajar memiliki nilai strategis dan etis dalam pendidikan karena berperan sebagai prasyarat keterlibatan belajar yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan capaian akademik, tetapi juga menumbuhkan dorongan intrinsik untuk belajar sepanjang hayat. Dalam kerangka ini, penguatan minat belajar dipandang sebagai tanggung jawab moral institusi pendidikan untuk menciptakan kondisi belajar yang manusiawi, memerdekakan, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara utuh. Layanan bimbingan dan konseling berperan penting dalam mendukung proses ini melalui pendampingan psikopedagogis yang membantu siswa memahami diri, tujuan belajar, serta makna belajar bagi kehidupannya (Biesta, 2015; Wentzel & Wigfield, 2023).

1. Landasan Sistem Nilai
Landasan sistem nilai merupakan seperangkat nilai fundamental yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan layanan konseling di sekolah. Sistem nilai ini memastikan bahwa manajemen layanan konseling tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral, rasional, dan humanistik.
1. Nilai Teologis
Nilai teologis menjadi fondasi utama dalam sistem nilai penelitian ini dan berfungsi sebagai landasan normatif bagi pengelolaan layanan konseling di sekolah. Pendidikan dipahami sebagai amanah ilahiah yang bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya (insān kāmil), bukan semata-mata menghasilkan capaian akademik. Dalam perspektif ini, aktivitas belajar memiliki dimensi spiritual yang menautkan proses intelektual dengan tanggung jawab moral serta kesadaran transendental peserta didik. Al-Qur’an menegaskan kedudukan ilmu sebagai sarana peningkatan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Mujādilah ayat 11:
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
Ayat tersebut menegaskan bahwa ilmu tidak hanya bernilai instrumental untuk kepentingan duniawi, tetapi juga bernilai transendental karena berkaitan langsung dengan kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, rendahnya minat belajar tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan akademik atau psikologis, melainkan sebagai persoalan orientasi nilai yang memerlukan intervensi sistemik melalui pengelolaan layanan konseling yang bermakna.
Dalam konteks manajemen layanan BK berbasis model McKinsey 7S, nilai teologis diposisikan sebagai bagian dari shared values yang menjadi inti penggerak keseluruhan sistem layanan. Nilai ini menjiwai perumusan strategi layanan konseling yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi pada pembentukan kesadaran belajar, tanggung jawab personal, dan orientasi makna belajar siswa. Strategi layanan konseling yang berlandaskan nilai teologis diarahkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan memaknai belajar sebagai bentuk ibadah, amanah diri, dan sarana aktualisasi potensi yang dianugerahkan Tuhan.
Nilai teologis juga berimplikasi pada pengaturan structure dan systems layanan konseling. Struktur organisasi layanan BK tidak sekadar diorientasikan pada pemenuhan tugas administratif, tetapi pada pembagian peran yang jelas dan bertanggung jawab sebagai bagian dari amanah profesional. Sistem layanan, termasuk perencanaan program, pelaksanaan layanan, serta monitoring dan evaluasi, dikelola secara konsisten dan berkesinambungan sebagai wujud tanggung jawab moral dalam memastikan kebermanfaatan layanan bagi perkembangan belajar siswa.
Pada dimensi style dan staff, nilai teologis menegaskan peran konselor sebagai agen moral dan teladan nilai. Gaya kepemimpinan dan pendekatan layanan BK diarahkan pada sikap empatik, ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sikap tersebut membangun relasi konseling yang aman dan bermakna, yang secara psikologis berkontribusi pada tumbuhnya rasa percaya diri, rasa aman, dan keterikatan siswa terhadap sekolah. Kondisi ini merupakan prasyarat penting bagi berkembangnya minat belajar yang sehat dan berkelanjutan.
Sementara itu, pada dimensi skills, nilai teologis mendorong pengembangan kompetensi konselor yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga reflektif dan bernilai. Keterampilan BK diarahkan untuk membantu siswa memahami makna belajar, mengelola hambatan internal, serta membangun komitmen belajar sebagai bagian dari tanggung jawab diri. Dengan demikian, layanan BK tidak berhenti pada penyelesaian gejala masalah belajar, tetapi berkontribusi pada pembentukan orientasi nilai belajar yang lebih dalam.
Dalam kerangka ini, minat belajar dipahami sebagai manifestasi dari keselarasan antara nilai, motivasi, dan sistem layanan yang mendukung. Minat belajar tidak diperlakukan sebagai variabel psikologis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari proses manajerial yang menempatkan nilai teologis sebagai fondasi dalam pengelolaan layanan BK. Oleh karena itu, manajemen layanan BK berbasis McKinsey 7S yang berlandaskan nilai teologis dipandang mampu membangun minat belajar siswa secara lebih kokoh, berkelanjutan, dan bermakna.
1. Nilai Logis 
Nilai logis menempati posisi strategis dalam sistem nilai penelitian ini karena berfungsi sebagai landasan rasional dalam pengelolaan layanan BK di sekolah. Nilai ini menegaskan bahwa pendidikan dan layanan BK harus diselenggarakan berdasarkan pemikiran yang sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam perspektif nilai logis, setiap keputusan manajerial mulai dari perencanaan program, pelaksanaan layanan, hingga evaluasi dampak harus berangkat dari analisis kebutuhan nyata peserta didik, data empiris, serta refleksi kritis terhadap praktik yang telah berjalan. Dengan demikian, layanan BK tidak dijalankan secara intuitif atau reaktif, melainkan melalui proses penalaran yang terstruktur dan berbasis bukti.
Landasan nilai logis memperoleh legitimasi normatif dari Al-Qur’an yang secara konsisten mendorong manusia untuk menggunakan akal, berpikir kritis, dan melakukan refleksi rasional terhadap realitas. Hal ini ditegaskan antara lain dalam Surah Az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
Ayat tersebut menegaskan keutamaan orang-orang yang menggunakan akalnya (ulul albāb) melalui proses mengetahui, memahami, dan merefleksikan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menegaskan bahwa proses belajar tidak cukup berhenti pada kepatuhan formal atau rutinitas akademik, tetapi harus mendorong keterlibatan kognitif yang sadar dan bermakna. Oleh karena itu, minat belajar siswa dipahami sebagai prasyarat epistemologis agar proses berpikir, memahami, dan menginternalisasi pengetahuan dapat berlangsung secara optimal.
Dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling berbasis McKinsey 7S, nilai logis berfungsi sebagai penguat dimensi strategy dan systems. Strategi layanan BK dirancang berdasarkan pemetaan masalah belajar, analisis kecenderungan minat siswa, serta evaluasi efektivitas layanan sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa program konseling tidak bersifat seragam atau normatif administratif, tetapi adaptif terhadap kebutuhan kontekstual sekolah dan karakteristik peserta didik. Dengan strategi yang logis dan berbasis data, layanan BK mampu memberikan intervensi yang relevan untuk menumbuhkan minat belajar siswa secara lebih terarah.
Nilai logis juga tercermin dalam pengembangan sistem layanan BK yang menekankan kejelasan prosedur, alur kerja, dan mekanisme evaluasi. Sistem pencatatan kasus, dokumentasi layanan, serta monitoring perkembangan siswa menjadi instrumen rasional untuk menilai sejauh mana layanan BKg berdampak pada peningkatan minat belajar. Dengan sistem yang tertata dan dapat ditelusuri secara logis, layanan BK tidak hanya menghasilkan aktivitas, tetapi juga pengetahuan institusional yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
Pada dimensi structure dan skills, nilai logis menuntut adanya pembagian peran yang jelas serta penguasaan kompetensi profesional konselor dalam menganalisis permasalahan belajar siswa. Konselor tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai analis pedagogis yang mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi rendahnya minat belajar. Keterampilan berpikir analitis, pemecahan masalah, dan perencanaan intervensi menjadi bagian integral dari profesionalitas konselor dalam mendukung proses belajar siswa.
Sementara itu, pada dimensi style dan staff, nilai logis mendorong berkembangnya budaya kerja yang reflektif dan berbasis dialog rasional. Gaya kepemimpinan layanan BK diarahkan pada pengambilan keputusan yang argumentatif, terbuka terhadap evaluasi, serta berorientasi pada perbaikan mutu. Budaya ini menciptakan iklim layanan yang kondusif bagi tumbuhnya minat belajar, karena siswa diperlakukan sebagai subjek rasional yang didampingi untuk memahami alasan, tujuan, dan manfaat belajar bagi dirinya.
Dengan demikian, nilai logis dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip berpikir, tetapi sebagai fondasi manajerial yang menautkan antara rasionalitas pengelolaan layanan BK dan penguatan minat belajar siswa. Manajemen layanan BK berbasis McKinsey 7S yang didasari nilai logis memungkinkan layanan berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak, sehingga minat belajar siswa tumbuh bukan karena paksaan eksternal, melainkan karena kesadaran kognitif dan pemahaman yang bermakna terhadap proses belajar.
1. Nilai Fisiologis
Nilai fisiologis menempatkan kondisi fisik dan kesejahteraan jasmani sebagai prasyarat fundamental bagi berlangsungnya proses belajar yang optimal. Dalam sistem nilai ini, peserta didik dipahami sebagai manusia utuh yang proses kognitif, afektif, dan motivasionalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh, kesehatan, rasa aman, serta kenyamanan lingkungan belajar. Oleh karena itu, minat belajar tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya kebutuhan fisiologis dasar siswa, seperti kesehatan, kebugaran, rasa aman, dan stabilitas emosi. Pendidikan yang mengabaikan dimensi fisiologis berpotensi melahirkan proses belajar yang bersifat formalistik, mekanis, dan minim keterlibatan internal peserta didik.
Landasan nilai fisiologis memperoleh legitimasi normatif dari Al-Qur’an yang menegaskan keseimbangan antara dimensi spiritual dan fisik dalam kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Ayat ini mengandung prinsip menjaga diri dari kebinasaan dan menuntut ikhtiar aktif untuk menciptakan kondisi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini dapat dimaknai sebagai perintah untuk tidak mengabaikan faktor-faktor fisik dan psikologis yang berpotensi merusak keberlangsungan belajar peserta didik. Lingkungan sekolah yang tidak aman, tekanan belajar yang berlebihan, serta layanan BK yang abai terhadap kondisi fisik dan emosional siswa dapat menjadi bentuk “pembiaran” yang menghambat tumbuhnya minat belajar.
Selain itu, keseimbangan jasmani dan rohani juga ditegaskan dalam Surah Al-Qashash ayat 77:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
Ayat ini menegaskan bahwa orientasi spiritual harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan duniawi, termasuk kesehatan dan kesejahteraan fisik. Dalam pendidikan, keseimbangan ini bermakna bahwa penguatan minat belajar tidak cukup dilakukan melalui pendekatan moral dan kognitif semata, tetapi harus disertai dengan perhatian sistematis terhadap kondisi fisik dan kenyamanan belajar siswa.
Dalam manajemen layanan konseling berbasis McKinsey 7S, nilai fisiologis memiliki keterkaitan langsung dengan dimensi systems, structure, dan staff. Sistem layanan BK perlu dirancang untuk mampu mendeteksi dan merespons persoalan belajar yang bersumber dari kelelahan fisik, stres akademik, masalah kesehatan, maupun ketidaknyamanan lingkungan sekolah. Instrumen asesmen, prosedur rujukan, serta kolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga kesehatan sekolah menjadi bagian dari sistem yang memastikan layanan konseling bersifat holistik dan responsif.
Pada dimensi structure, nilai fisiologis menuntut adanya pengaturan peran dan mekanisme kerja yang memungkinkan konselor terlibat dalam penguatan iklim sekolah yang sehat dan aman. Layanan BK tidak hanya difokuskan pada penanganan masalah perilaku atau akademik, tetapi juga berkontribusi dalam kebijakan sekolah terkait jadwal belajar, beban tugas, pengelolaan stres siswa, serta penciptaan ruang konseling yang nyaman dan ramah. Struktur organisasi yang memberi ruang kolaborasi lintas peran memungkinkan layanan BK berfungsi sebagai sistem pendukung kesejahteraan belajar siswa.
Sementara itu, pada dimensi staff dan skills, nilai fisiologis menuntut konselor memiliki kompetensi untuk mengenali hubungan antara kondisi fisik, emosional, dan minat belajar siswa. Konselor tidak hanya berperan sebagai fasilitator masalah psikososial, tetapi juga sebagai pendamping yang peka terhadap tanda-tanda kelelahan belajar, kejenuhan akademik, dan tekanan emosional yang dapat menurunkan minat belajar. Keterampilan konselor dalam membangun relasi empatik, menciptakan rasa aman, dan membantu siswa mengelola stres belajar menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kembali keterlibatan siswa terhadap proses belajar.
Dengan demikian, nilai fisiologis dalam sistem nilai penelitian ini berfungsi sebagai pengingat bahwa minat belajar siswa tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan dalam kondisi fisik dan lingkungan yang mendukung. Manajemen layanan konseling berbasis McKinsey 7S yang mengintegrasikan nilai fisiologis memungkinkan layanan BK berperan sebagai penjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan kesejahteraan siswa. Melalui nilai fisiologis ini, layanan BK berkontribusi secara nyata dalam menciptakan iklim belajar yang sehat, aman, dan kondusif bagi tumbuhnya minat belajar siswa secara berkelanjutan. 
1. Nilai Etis
Nilai etis menempati posisi sentral dalam sistem nilai karena berfungsi sebagai pengarah moral bagi seluruh praktik manajemen layanan BK di sekolah. Nilai ini menegaskan bahwa efektivitas layanan konseling tidak hanya diukur dari ketercapaian target administratif atau teknis, tetapi juga dari kualitas akhlak, integritas, keadilan, dan tanggung jawab profesional dalam setiap proses layanan. Dalam konteks pendidikan menengah, nilai etis menjadi fondasi bagi terciptanya relasi pendidikan yang sehat, aman, dan bermartabat, yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap tumbuhnya minat belajar siswa.
Secara normatif, Al-Qur’an menempatkan akhlak dan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap amanah dan tanggung jawab sosial. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisā’ ayat 58:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Ayat ini menegaskan dua prinsip etis utama, yaitu amanah dan keadilan. Dalam konteks layanan konseling, amanah bermakna bahwa setiap layanan yang diberikan kepada peserta didik harus didasarkan pada kepentingan terbaik siswa, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal. Keadilan bermakna bahwa seluruh siswa memperoleh akses layanan konseling secara proporsional, tanpa stigma, diskriminasi, atau pelabelan negatif. Ketika layanan konseling dikelola secara etis, siswa akan merasakan rasa aman dan kepercayaan, yang merupakan prasyarat psikologis bagi tumbuhnya minat belajar.
Nilai etis juga ditegaskan melalui perintah untuk menjunjung akhlak mulia dalam interaksi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Qalam ayat 4:
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
Ayat ini menegaskan bahwa akhlak yang luhur merupakan kualitas utama dalam kepemimpinan dan pelayanan. Dalam konteks sekolah, guru BK dan pengelola layanan BK diposisikan sebagai figur teladan (moral role model) yang sikap, cara berkomunikasi, dan keputusan profesionalnya menjadi rujukan bagi peserta didik. Keteladanan etis dalam layanan konseling menciptakan iklim relasional yang mendukung keterbukaan, kepercayaan, dan keterlibatan siswa dalam proses pendampingan belajar.
Dalam perspektif manajemen layanan konseling berbasis McKinsey 7S, nilai etis memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan dimensi shared values, style, dan systems. Shared values merepresentasikan nilai bersama yang menjadi jiwa organisasi. Ketika nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat siswa benar-benar diinternalisasi sebagai nilai bersama, maka layanan BK tidak akan direduksi menjadi aktivitas administratif, tetapi berkembang sebagai layanan pengembangan yang bermakna. Nilai etis yang kuat memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan prosedur layanan BK selaras dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan nyata siswa.
Pada dimensi style, nilai etis tercermin dalam gaya kepemimpinan dan pendekatan layanan yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada pemberdayaan siswa. Gaya layanan BK yang otoriter, menghakimi, atau berorientasi hukuman berpotensi merusak relasi konselor–siswa dan menurunkan minat belajar. Sebaliknya, gaya layanan yang etis, empatik, dan menghargai otonomi siswa akan mendorong siswa merasa dihargai sebagai subjek belajar, sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi intrinsik dalam proses pembelajaran.
Dimensi systems juga tidak dapat dilepaskan dari nilai etis. Sistem layanan BK yang etis menuntut adanya prosedur yang menjamin kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme evaluasi yang adil. Ketika sistem layanan BK disusun tanpa memperhatikan prinsip etis, misalnya dengan dokumentasi yang tidak aman atau proses rujukan yang tidak sensitif terhadap kondisi siswa, maka layanan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi dari peserta didik. Kondisi ini secara langsung berdampak pada rendahnya minat siswa untuk terlibat dalam layanan BK maupun aktivitas belajar.
Keterkaitan nilai etis dengan minat belajar terletak pada fakta bahwa minat belajar tumbuh dalam iklim psikologis yang aman dan bermartabat. Siswa akan menunjukkan minat belajar yang lebih tinggi ketika mereka merasa dihargai, diperlakukan adil, dan didukung secara etis oleh sistem sekolah. Layanan konseling yang menjunjung tinggi nilai etis berperan sebagai penguat internalisasi sikap positif terhadap belajar, karena siswa tidak lagi memandang sekolah sebagai ruang penilaian semata, tetapi sebagai lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri.
Dengan demikian, nilai etis dalam sistem nilai penelitian ini berfungsi sebagai pilar moral yang menautkan antara manajemen layanan BK, kualitas relasi pendidikan, dan penguatan minat belajar siswa. Manajemen layanan BK berbasis McKinsey 7S yang berlandaskan nilai etis memastikan bahwa keselarasan antara strategi, sistem, dan gaya layanan tidak hanya menghasilkan efektivitas organisasi, tetapi juga menciptakan layanan yang adil, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara utuh.
1. Nilai Estetis
Nilai estetis dalam sistem nilai pendidikan menempatkan keindahan, keharmonisan, dan keteraturan sebagai elemen esensial dalam membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Estetis tidak semata dipahami sebagai keindahan fisik, tetapi sebagai kualitas lingkungan, relasi sosial, dan tata kelola yang menghadirkan rasa nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dalam konteks sekolah menengah, nilai estetis berperan penting dalam membangun iklim belajar yang kondusif, karena minat belajar siswa sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan yang dirasakan ramah, tertata, dan menghargai martabat individu.
Landasan normatif nilai estetis ditegaskan dalam Al-Qur’an melalui penekanan pada keteraturan dan keindahan ciptaan Allah, sebagaimana tercantum dalam Surah As-Sajdah ayat 7:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
“(Allah) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan.”
Ayat ini menegaskan bahwa keindahan dan keteraturan merupakan prinsip dasar dalam penciptaan. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini mengandung makna bahwa lingkungan belajar yang tertata, harmonis, dan manusiawi merupakan refleksi dari nilai ilahiah yang perlu diupayakan secara sadar oleh institusi pendidikan. Sekolah yang abai terhadap estetis lingkungan dan relasi berpotensi menciptakan suasana belajar yang kering, menekan, dan kurang mengundang keterlibatan siswa.
Nilai estetis juga berkaitan dengan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rahman ayat 7–9:
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
Ayat-ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan dan keharmonisan (mīzān) sebagai hukum universal. Dalam pendidikan, keseimbangan tersebut bermakna keselarasan antara tuntutan akademik, dukungan psikososial, dan kualitas lingkungan belajar. Ketika keseimbangan ini terjaga, siswa lebih mudah membangun keterikatan emosional dengan sekolah dan menunjukkan minat belajar yang berkelanjutan.
Dalam manajemen layanan BK berbasis model McKinsey 7S, nilai estetis memiliki keterkaitan kuat dengan dimensi shared values, style, dan structure. Pada dimensi shared values, estetis tercermin dalam nilai bersama yang menghargai kenyamanan, keteraturan, dan relasi yang saling menghormati. Ketika sekolah menempatkan keindahan relasi dan lingkungan sebagai nilai bersama, layanan BK tidak dijalankan dalam suasana kaku dan formal, melainkan dalam atmosfer yang ramah, dialogis, dan mendukung keterbukaan siswa.
Pada dimensi style, nilai estetis tercermin dalam gaya layanan konseling yang komunikatif, tidak menghakimi, dan menghargai ekspresi diri siswa. Cara konselor berinteraksi, pilihan bahasa, serta sikap tubuh dan ekspresi nonverbal membentuk pengalaman estetis dalam relasi konseling. Gaya layanan yang kasar, kaku, atau penuh tekanan akan merusak harmoni relasional dan berpotensi menurunkan minat siswa untuk terlibat dalam layanan konseling maupun aktivitas belajar. Sebaliknya, gaya layanan yang hangat dan harmonis memperkuat rasa aman dan keterlibatan siswa.
Dimensi structure juga berperan dalam mewujudkan nilai estetis. Penataan ruang konseling, pengaturan alur layanan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab menciptakan keteraturan yang memengaruhi persepsi siswa terhadap sekolah. Ruang konseling yang bersih, nyaman, dan privat bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi simbol kepedulian institusi terhadap kenyamanan psikologis siswa. Struktur yang tertata baik memungkinkan layanan konseling berjalan tanpa ketegangan birokratis yang mengganggu pengalaman belajar siswa.
Keterkaitan nilai estetis dengan minat belajar terletak pada pengalaman afektif siswa terhadap sekolah. Minat belajar tumbuh ketika siswa merasa betah, nyaman, dan dihargai dalam lingkungan belajarnya. Lingkungan yang harmonis mendorong keterlibatan emosional siswa, yang pada gilirannya memperkuat motivasi intrinsik untuk belajar. Layanan BK yang dikelola dengan memperhatikan nilai estetis berperan sebagai penguat iklim sekolah yang menyenangkan dan mendukung proses belajar.
Dengan demikian, nilai estetis dalam sistem nilai penelitian ini berfungsi sebagai pengikat afektif antara manajemen layanan BK, iklim sekolah, dan minat belajar siswa. Manajemen layanan BK berbasis model McKinsey 7S yang menginternalisasi nilai estetis memastikan bahwa keselarasan organisasi tidak hanya menghasilkan efektivitas struktural, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang manusiawi, harmonis, dan bermakna bagi peserta didik.
1. Nilai Teleologis
Nilai teleologis menempatkan tujuan (ghāyah) sebagai orientasi utama dalam seluruh proses pendidikan dan pengelolaan layanan konseling. Pendidikan tidak dipahami sebagai rangkaian aktivitas prosedural yang berjalan tanpa arah, melainkan sebagai ikhtiar sadar dan terencana untuk mencapai tujuan yang bermakna, baik bagi peserta didik maupun bagi keberlanjutan sistem pendidikan itu sendiri. Dalam sistem nilai ini, minat belajar diposisikan bukan sekadar respons sesaat terhadap rangsangan pembelajaran, tetapi sebagai disposisi internal yang tumbuh karena peserta didik memahami makna, arah, dan tujuan dari aktivitas belajarnya.
Landasan normatif nilai teleologis ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an melalui penegasan bahwa setiap ciptaan dan aktivitas memiliki tujuan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Mu’minūn ayat 115:
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
“Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu secara main-main (tanpa tujuan), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”
Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia, termasuk proses belajar dan pendidikan, tidak bersifat acak atau tanpa arah. Dalam konteks pendidikan menengah, ayat ini memberikan dasar teleologis bahwa proses belajar harus dipahami oleh peserta didik sebagai aktivitas yang memiliki orientasi tujuan yang jelas dan bernilai. Minat belajar akan lebih mudah tumbuh ketika siswa mampu memaknai belajar sebagai jalan untuk mencapai tujuan hidup, bukan sekadar kewajiban administratif atau tuntutan eksternal.
Nilai teleologis juga ditegaskan dalam Surah Adz-Dzāriyāt ayat 56:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia bersifat transendental dan bermakna. Dalam pendidikan, ayat ini dapat dimaknai bahwa aktivitas belajar merupakan bagian dari pengabdian manusia untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan. Dengan demikian, penguatan minat belajar melalui layanan BK tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan orientasi tujuan hidup yang lebih luas dan bermakna.
Dalam manajemen layanan BK berbasis model McKinsey 7S, nilai teleologis memiliki keterkaitan langsung dengan dimensi strategy, shared values, dan systems. Pada dimensi strategy, nilai teleologis menuntut agar layanan BK dirancang dengan tujuan yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pendidikan sekolah. Strategi layanan BK yang tidak berbasis tujuan cenderung bersifat reaktif dan fragmentaris, sehingga sulit memberikan dampak nyata terhadap penguatan minat belajar siswa. Sebaliknya, strategi yang berorientasi tujuan memungkinkan layanan BK berfungsi sebagai instrumen pengarah  bagi pengembangan sikap belajar siswa.
Pada dimensi shared values, nilai teleologis berfungsi sebagai penaut antara tujuan institusional sekolah dan tujuan personal peserta didik. Ketika sekolah secara konsisten menanamkan nilai bahwa belajar memiliki makna dan arah, maka layanan konseling berperan sebagai fasilitator internalisasi tujuan tersebut ke dalam kesadaran siswa. Nilai bersama yang berorientasi tujuan menciptakan budaya sekolah yang mendorong siswa untuk memiliki tujuan belajar yang jelas, realistis, dan berkelanjutan.
Dimensi systems juga tidak dapat dilepaskan dari nilai teleologis. Sistem layanan BK yang berorientasi tujuan menuntut adanya perencanaan program, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang mengukur sejauh mana layanan konseling berkontribusi pada penguatan minat belajar dan orientasi masa depan siswa. Sistem yang hanya mencatat aktivitas tanpa mengaitkannya dengan pencapaian tujuan akan kehilangan daya dorongnya dalam membentuk perilaku belajar yang bermakna.
Keterkaitan nilai teleologis dengan minat belajar terletak pada proses pembentukan makna belajar. Minat belajar yang berkelanjutan tidak lahir semata-mata dari faktor eksternal seperti metode mengajar atau fasilitas, tetapi dari pemahaman internal siswa mengenai “untuk apa” mereka belajar. Layanan BK yang dikelola secara strategis berperan membantu siswa menghubungkan aktivitas belajar dengan tujuan hidup, cita-cita, dan peran sosialnya di masa depan. Ketika siswa memiliki orientasi tujuan yang jelas, minat belajar akan berkembang sebagai dorongan intrinsik yang relatif stabil.

Dengan demikian, nilai teleologis dalam sistem nilai penelitian ini berfungsi sebagai pengikat akhir yang menyatukan seluruh dimensi nilai sebelumnya teologis, logis,  fisiologis, etis, dan estetis ke dalam satu orientasi tujuan yang bermakna. Manajemen layanan BK berbasis model McKinsey 7S yang berlandaskan nilai teleologis memastikan bahwa keselarasan strategi, struktur, sistem, dan nilai bersama tidak berhenti pada efektivitas organisasi semata, tetapi mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan minat belajar siswa secara mendalam

1. Landasan Teori dan Konsep
1. Teori Manajemen McKinsey
Teori McKinsey 7S Framework merupakan kerangka analisis dan manajemen organisasi yang dikembangkan pada akhir 1970-an melalui pemikiran para konsultan dan peneliti yang terkait dengan McKinsey & Company, yaitu Robert H. Waterman Jr., Tom Peters, Julien R. Phillips, Anthony G. Athos, dan Richard Pascale. Kerangka ini dikembangkan untuk membantu memahami bagaimana berbagai unsur internal organisasi dapat diselaraskan agar organisasi dapat berfungsi secara efektif. Pemikiran tersebut kemudian dipopulerkan melalui karya Peters dan Waterman (1982), In Search of Excellence, yang menunjukkan pentingnya keterpaduan berbagai unsur organisasi dalam mencapai efektivitas.
McKinsey 7S memandang organisasi tidak hanya berdasarkan struktur formal atau strategi yang dirumuskan, tetapi sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Kerangka ini terdiri atas tujuh unsur, yaitu strategy, structure, systems, shared values, style, staff, dan skills. Ketujuh unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu kesatuan yang perlu dikelola secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi (Peters & Waterman, 1982).
Ketujuh unsur tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu hard elements dan soft elements. Hard elements meliputi strategy, structure, dan systems, yaitu unsur-unsur yang relatif lebih mudah diidentifikasi, dirumuskan, dan dikelola secara formal dalam organisasi. Sementara itu, soft elements meliputi shared values, style, staff, dan skills, yang berkaitan dengan nilai, budaya, kepemimpinan, sumber daya manusia, serta kompetensi organisasi. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua kelompok unsur tersebut memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam menentukan efektivitas organisasi.
Prinsip utama dalam McKinsey 7S adalah keselarasan (alignment) antarelemen organisasi. Efektivitas tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas salah satu unsur, tetapi oleh sejauh mana ketujuh unsur tersebut dapat diselaraskan dan bekerja secara konsisten untuk mendukung tujuan organisasi. Oleh karena itu, perubahan atau pengembangan pada satu unsur perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan unsur lainnya. Misalnya, perubahan strategi organisasi perlu didukung oleh struktur, sistem, sumber daya manusia, keterampilan, gaya kepemimpinan, dan nilai bersama yang sesuai.
Dengan demikian, McKinsey 7S menempatkan organisasi sebagai sistem yang saling berkaitan, di mana setiap unsur memiliki hubungan timbal balik dengan unsur lainnya. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur dan sistem, demikian pula unsur-unsur soft seperti nilai bersama, gaya kepemimpinan, staf, dan kompetensi tidak dapat dipandang terpisah dari unsur-unsur hard. Perspektif sistemik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi memerlukan pendekatan yang holistik, karena ketidaksesuaian pada salah satu unsur dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan organisasi (Peters & Waterman, 1982).
Berdasarkan uraian tersebut, McKinsey 7S dapat dipahami sebagai kerangka manajemen yang menekankan keterpaduan antara tujuh unsur organisasi melalui prinsip keselarasan dan keterkaitan antarelemen. Kerangka ini memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana organisasi mengelola berbagai unsur internal secara terpadu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
1. McKinsey 7S sebagai Kerangka Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling
McKinsey 7S ditempatkan bukan semata-mata sebagai teori efektivitas organisasi, tetapi sebagai kerangka manajemen untuk menganalisis pengelolaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana layanan BK direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikembangkan melalui keterkaitan antara strategy, structure, systems, shared values, style, staff, dan skills.
Penggunaan McKinsey 7S relevan dengan perspektif program BK komprehensif yang menempatkan layanan BK sebagai bagian integral dari sistem pendidikan sekolah, terstruktur, sistematis, dan berbasis kebutuhan peserta didik (Gysbers & Henderson, 2012). Dalam konteks ini, ketujuh unsur McKinsey 7S tidak dipandang secara terpisah, tetapi sebagai sistem yang saling berkaitan dan perlu diselaraskan (alignment) untuk mendukung efektivitas pengelolaan layanan BK.
Berdasarkan penerapannya McKinsey 7S diarahkan untuk melihat bagaimana strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, dan kompetensi dikelola secara terpadu dalam penyelenggaraan layanan BK. Pendekatan tersebut menempatkan layanan BK sebagai sistem manajemen sekolah yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai layanan individual yang dilaksanakan oleh guru BK.
Selanjutnya, keterpaduan ketujuh unsur tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa. Dengan demikian, McKinsey 7S berfungsi sebagai kerangka untuk memahami bagaimana pengelolaan berbagai unsur organisasi sekolah dapat mendukung penyelenggaraan layanan BK yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan mendukung perkembangan serta keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar.
1. Elemen McKinsey 7S dalam Manajemen Layanan BK
Tujuh elemen dalam model ini adalah:
1. Strategi (Strategy) 
Dalam McKinsey 7S, strategi merupakan arah dan pola tindakan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya dan penentuan prioritas secara terencana. Strategi tidak hanya berkaitan dengan perumusan tujuan, tetapi juga dengan bagaimana tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan tindakan organisasi serta diselaraskan dengan unsur-unsur organisasi lainnya (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), strategi dipahami sebagai arah dan pola pengelolaan layanan yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tujuan sekolah. Strategi layanan BK mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan program, pemilihan bentuk layanan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Sejalan dengan perspektif program BK komprehensif, layanan BK perlu dirancang secara terstruktur, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan peserta didik serta menjadi bagian dari keseluruhan program pendidikan sekolah (Gysbers & Henderson, 2012).
Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa, strategi layanan BK diarahkan pada upaya membantu siswa mengatasi hambatan belajar, mengembangkan motivasi, menetapkan tujuan belajar, mengembangkan keterampilan belajar, serta mempertahankan keterlibatan dan ketekunan dalam kegiatan belajar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui layanan individual, bimbingan kelompok, layanan klasikal, konseling akademik, pendampingan belajar, serta koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Dengan demikian, strategi BK tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani permasalahan siswa, tetapi juga proaktif dan preventif dalam mendukung perkembangan siswa.
Strategi tersebut perlu diselaraskan dengan enam elemen McKinsey 7S lainnya. Strategi layanan BK yang telah dirumuskan, misalnya, memerlukan struktur pembagian peran yang jelas, sistem layanan yang mendukung, nilai bersama yang berorientasi pada perkembangan siswa, gaya kepemimpinan yang mendukung, staf yang memadai, serta kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, strategi tidak dipahami sebagai strategi konseling semata, tetapi sebagai salah satu unsur manajemen yang mengarahkan pengelolaan layanan BK secara terpadu untuk mendukung peningkatan minat belajar siswa.
1. Struktur (Structure) 
Dalam McKinsey 7S, struktur merujuk pada pengaturan organisasi yang menentukan pembagian peran, tanggung jawab, kewenangan, hubungan kerja, serta pola koordinasi antaranggota organisasi. Struktur berfungsi memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan dan bagaimana berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif McKinsey 7S, struktur tidak berdiri sendiri, tetapi perlu diselaraskan dengan strategi, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, staf, dan keterampilan organisasi (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), struktur menggambarkan bagaimana layanan BK ditempatkan dalam struktur organisasi sekolah serta bagaimana pembagian peran dan koordinasi antar pihak diatur untuk mendukung penyelenggaraan layanan. Struktur tersebut mencakup kedudukan dan peran kepala sekolah, koordinator/guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan BK. Dengan demikian, guru BK tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana layanan individual, tetapi sebagai bagian dari sistem organisasi sekolah yang berkolaborasi dalam mendukung perkembangan peserta didik.
Struktur layanan BK juga perlu memberikan kejelasan mekanisme koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut layanan. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan setiap pihak memahami tanggung jawabnya, sementara koordinasi yang baik mencegah layanan BK berjalan secara terpisah dari proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Gysbers dan Henderson (2012) bahwa program BK komprehensif perlu terintegrasi dalam sistem sekolah dan didukung oleh keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.
Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa, struktur manajemen BK memungkinkan identifikasi kebutuhan dan permasalahan belajar dilakukan secara lebih terkoordinasi. Informasi mengenai perubahan perilaku, keterlibatan, ketekunan, atau gejala penurunan minat belajar siswa dapat dikomunikasikan antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah untuk menentukan bentuk layanan dan tindak lanjut yang sesuai. Dengan demikian, struktur mendukung terciptanya layanan BK yang responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, struktur ini tidak dimaknai sebagai pembagian jenis layanan BK, tetapi sebagai pengaturan peran, tanggung jawab, kewenangan, dan pola koordinasi dalam pengelolaan layanan BK. Struktur tersebut menjadi salah satu unsur yang perlu diselaraskan dengan enam elemen McKinsey 7S lainnya agar layanan BK dapat dikelola sebagai bagian integral dari sistem manajemen sekolah dan mendukung peningkatan minat belajar siswa
1. Sistem (Systems) 
Dalam McKinsey 7S, sistem merujuk pada prosedur, mekanisme, dan pola kerja yang digunakan organisasi untuk menjalankan kegiatan secara teratur dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem mencakup proses kerja yang berlangsung sehari-hari, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan informasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Dalam kerangka McKinsey 7S, sistem perlu selaras dengan strategi dan unsur organisasi lainnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan konsisten (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), sistem merupakan mekanisme kerja yang mengatur penyelenggaraan layanan mulai dari asesmen kebutuhan peserta didik, perencanaan program, pelaksanaan layanan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut. Sistem tersebut memastikan bahwa layanan BK tidak dilaksanakan secara insidental, tetapi berlangsung secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Gysbers dan Henderson (2012) yang menempatkan program BK sebagai program yang komprehensif, terintegrasi dengan program sekolah, dan berbasis kebutuhan peserta didik.
Sistem layanan BK perlu didukung oleh pengelolaan informasi dan data siswa yang memadai. Data hasil asesmen, catatan layanan, perkembangan siswa, serta hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan layanan dan tindak lanjut. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam layanan BK tidak hanya berdasarkan persepsi, tetapi juga berdasarkan informasi yang relevan mengenai kondisi peserta didik.
Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa, sistem layanan BK memungkinkan sekolah melakukan identifikasi secara lebih teratur terhadap siswa yang mengalami hambatan atau perubahan dalam ketertarikan, keterlibatan, dan ketekunan belajar. Hasil identifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi guru BK dan pihak terkait untuk menentukan layanan, melakukan pemantauan perkembangan, serta memberikan tindak lanjut sesuai kebutuhan siswa.
Sistem juga perlu didukung oleh kolaborasi dan komunikasi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi bagian dari sistem apabila digunakan untuk mendukung komunikasi, dokumentasi, pengelolaan data, monitoring, dan akses layanan secara lebih efektif.
Dengan demikian, sistem ini dimaknai sebagai mekanisme kerja yang mengatur penyelenggaraan layanan BK secara terencana, sistematis, berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan, mulai dari asesmen kebutuhan sampai evaluasi dan tindak lanjut. Sistem tersebut menjadi salah satu unsur McKinsey 7S yang perlu diselaraskan dengan strategi, struktur, nilai bersama, gaya, staf, dan kompetensi agar manajemen layanan BK dapat mendukung peningkatan minat belajar siswa secara optimal
1. Nilai Bersama (Shared Values) 
Dalam McKinsey 7S, nilai bersama merupakan nilai-nilai inti yang menjadi dasar budaya organisasi dan menjadi pedoman bersama dalam perilaku, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Nilai bersama memiliki posisi penting karena menjadi pengikat yang memberikan arah dan makna bagi elemen-elemen organisasi lainnya. Oleh karena itu, nilai bersama perlu tercermin dalam cara organisasi menetapkan strategi, membangun sistem kerja, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjalankan hubungan kerja (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), nilai bersama dipahami sebagai nilai-nilai yang disepakati, diyakini, dan diwujudkan oleh warga sekolah dalam penyelenggaraan layanan BK. Nilai tersebut dapat tercermin dalam kepedulian terhadap peserta didik, tanggung jawab, keterbukaan, penghargaan, empati, integritas, dan kolaborasi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun budaya layanan yang humanistik, etis, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Sejalan dengan Gysbers dan Henderson (2012), program BK komprehensif memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai komponen sekolah agar layanan dapat terintegrasi dengan keseluruhan program pendidikan.
Nilai bersama juga menjadi dasar dalam membangun hubungan yang positif dan kolaboratif antara guru BK, kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, peserta didik, dan pihak lainnya. Ketika kepedulian, keterbukaan, dan tanggung jawab menjadi nilai yang dianut bersama, pelaksanaan layanan BK tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam mendukung perkembangan peserta didik. Nilai kolaboratif tersebut juga sejalan dengan pentingnya kerja sama profesional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan (Vangrieken et al., 2015).
Dalam kaitannya dengan minat belajar siswa, nilai bersama yang diwujudkan melalui kepedulian, penghargaan, dukungan, dan hubungan sosial yang positif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif bagi keterlibatan siswa dalam belajar. Hubungan positif antara guru dan siswa diketahui berkaitan dengan keterlibatan dan perkembangan akademik siswa (Roorda et al., 2011). Dengan demikian, nilai bersama dalam layanan BK tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga mendukung terciptanya kondisi sosial dan psikologis yang memungkinkan siswa merasa dihargai, didukung, dan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan belajar.
Dengan demikian, nilai bersama  dimaknai sebagai nilai-nilai yang menjadi landasan budaya dan praktik manajemen layanan BK, yang tercermin dalam kepedulian, tanggung jawab, keterbukaan, penghargaan, empati, integritas, dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan peserta didik. Nilai-nilai tersebut perlu selaras dengan stategi, struktur, sistem, gaya, sumber daya manusia dan kompetensi sehingga menjadi fondasi bagi penyelenggaraan layanan BK yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan..
1. Gaya Kepemimpinan (Style) 
Dalam McKinsey 7S, gaya merujuk pada pola kepemimpinan, perilaku manajerial, dan cara pemimpin mengarahkan serta berinteraksi dengan anggota organisasi. Gaya tidak hanya berkaitan dengan karakter pribadi pemimpin, tetapi juga tercermin dalam pola komunikasi, pengambilan keputusan, pemberian dukungan, pemberdayaan, supervisi, dan cara membangun hubungan kerja. Gaya kepemimpinan menjadi penting karena memengaruhi budaya, iklim kerja, kolaborasi, dan pelaksanaan strategi organisasi (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), gaya menggambarkan cara kepala sekolah dan pengelola BK mengarahkan, mendukung, mengoordinasikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan layanan BK. Gaya kepemimpinan yang mendukung memungkinkan guru BK memperoleh ruang untuk mengembangkan program, melakukan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung pengembangan layanan BK secara berkelanjutan.
Gaya kepemimpinan yang partisipatif, kolaboratif, dan suportif relevan dengan pengelolaan layanan BK karena penyelenggaraan BK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut layanan. Kepala sekolah dapat berperan dalam memberikan arahan, menyediakan dukungan sumber daya, memfasilitasi koordinasi, serta menciptakan iklim yang memungkinkan guru BK menjalankan tugas secara profesional. Kepemimpinan sekolah yang efektif juga berkaitan dengan penguatan kolaborasi dan pengembangan kapasitas profesional warga sekolah (Leithwood et al., 2020).
Keterkaitannya dengan minat belajar siswa, gaya kepemimpinan yang mendukung dapat menciptakan iklim sekolah yang positif dan mendorong guru BK serta guru lainnya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Dukungan tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi hambatan belajar, memberikan pendampingan, serta melakukan tindak lanjut terhadap siswa yang menunjukkan penurunan keterlibatan dan ketekunan dalam belajar. Dengan demikian, gaya kepemimpinan memberikan kondisi organisasional yang memungkinkan layanan BK berjalan secara optimal dalam mendukung perkembangan siswa.
Dengan demikian, gaya ini dimaknai sebagai pola kepemimpinan dan perilaku manajerial dalam mengarahkan, mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan layanan BK. Gaya yang partisipatif, kolaboratif, dan suportif dapat memperkuat keterlibatan warga sekolah, pengembangan profesional guru BK, serta integrasi layanan BK dalam sistem sekolah. Gaya selanjutnya perlu selaras dengan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, SDM, kompetensi agar pengelolaan layanan BK berlangsung secara terpadu dan mendukung peningkatan minat belajar siswa.
1.  Sumber Daya Manusia (Staff) 
Dalam McKinsey 7S, SDM merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, termasuk ketersediaan, penempatan, pengembangan, dan pengelolaan personel yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen SDM tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga yang tersedia, tetapi juga kesesuaian personel dengan kebutuhan organisasi serta upaya pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), staf mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan, terutama guru BK, serta pihak sekolah yang mendukung pelaksanaan layanan, seperti kepala sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Guru BK memiliki peran utama dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Sementara itu, keterlibatan pihak sekolah lainnya diperlukan untuk mendukung koordinasi, pertukaran informasi, serta tindak lanjut layanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gysbers dan Henderson (2012) bahwa program BK komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai personel sekolah agar layanan terintegrasi dengan sistem pendidikan.
Kualitas staff juga berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, pembagian tugas, dan pengembangan profesional. Guru BK perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan layanan, sedangkan pengembangan profesional secara berkelanjutan diperlukan agar staf mampu merespons kebutuhan peserta didik dan perubahan lingkungan pendidikan. Kolaborasi antarpersonel juga menjadi bagian penting karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, dan dukungan bersama dalam penyelenggaraan layanan (Vangrieken et al., 2015).
Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa, ketersediaan SDM yang memadai dan mampu bekerja secara kolaboratif memungkinkan sekolah lebih cepat mengidentifikasi hambatan belajar, memberikan layanan yang sesuai, serta melakukan monitoring dan tindak lanjut terhadap perkembangan siswa. Dengan demikian, kualitas staf tidak hanya menentukan keberlangsungan layanan BK, tetapi juga mendukung kemampuan sekolah dalam memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan belajar siswa.
Dengan demikian, SDM dalam penelitian ini dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan BK, dengan memperhatikan ketersediaan, peran, kualifikasi, kompetensi, kolaborasi, dan pengembangan profesional. Elemen ini perlu diselaraskan dengan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gayae, dan kompetensi agar sumber daya manusia yang tersedia mampu mendukung pengelolaan layanan BK yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam meningkatkan minat belajar siswa.
1. Kompetensi (Skills)  
Dalam McKinsey 7S, kompetensi merujuk pada kemampuan, kompetensi, dan keahlian yang menjadi kekuatan organisasi dalam melaksanakan strategi dan mencapai tujuan. Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan individu, tetapi juga menunjukkan kapabilitas yang berkembang dan menjadi kekuatan organisasi. Oleh karena itu, kompetensi perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan organisasi serta kebutuhan perubahan yang dihadapi (Peters & Waterman, 1982).
Dalam konteks manajemen layanan bimbingan dan konseling (BK), skills mencakup kompetensi yang diperlukan guru BK dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan agar mampu melaksanakan tugas secara profesional. Keterampilan tersebut meliputi komunikasi, konseling, asesmen, pengelolaan data, pemecahan masalah, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi. Kompetensi tersebut diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan layanan BK berdasarkan kebutuhan peserta didik. Gysbers dan Henderson (2012) menempatkan kompetensi profesional konselor sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan program BK yang komprehensif.
Keterampilan komunikasi dan konseling menjadi dasar dalam membangun hubungan yang positif antara guru BK dan peserta didik. Kemampuan mendengarkan secara empatik, memahami kebutuhan siswa, memberikan respons yang tepat, serta membangun hubungan yang suportif dapat mendukung keterlibatan siswa dalam proses layanan. Hubungan positif antara pendidik dan siswa juga berkaitan dengan keterlibatan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran (Roorda et al., 2011).
Selain kompetensi bimbngan dan konseling, kemampuan asesmen dan pengelolaan data diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa secara tepat. Guru BK juga perlu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan layanan, melakukan monitoring, mengevaluasi perkembangan siswa, dan menyusun tindak lanjut. Dalam perkembangan layanan BK, keterampilan pemanfaatan teknologi juga semakin penting untuk mendukung komunikasi, dokumentasi, pengelolaan informasi, dan akses layanan.
Pengembangan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, refleksi, berbagi praktik, dan kolaborasi profesional. Pengembangan kompetensi yang berkelanjutan memungkinkan guru BK dan personel sekolah menyesuaikan layanan dengan kebutuhan peserta didik serta perubahan lingkungan pendidikan.
Dalam kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa, kompetensi yang memadai memungkinkan guru BK mengidentifikasi hambatan belajar, memberikan layanan yang sesuai, membangun hubungan yang positif, membantu siswa mengembangkan strategi belajar, serta melakukan monitoring dan tindak lanjut secara tepat. Dengan demikian, kompetensi menjadi kapabilitas penting yang memungkinkan strategi dan sistem layanan BK dapat dilaksanakan secara efektif.
Dengan demikian, kompetensi dimaknai sebagai kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki guru BK serta pihak terkait untuk mengelola dan melaksanakan layanan BK secara profesional, yang mencakup keterampilan komunikasi, konseling, asesmen, pengelolaan data, kolaborasi, pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi. Keterampilan tersebut perlu selaras dengan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya, dan SDM agar menjadi kekuatan organisasi dalam menyelenggarakan layanan BK yang adaptif, terintegrasi, dan mendukung peningkatan minat belajar siswa.
1. Konsep Layanan Bimbingan dan Konseling
0. Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling
Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Dalam penyelenggaraannya, layanan BK perlu berlandaskan prinsip yang menjamin akses layanan secara inklusif, berorientasi pada perkembangan peserta didik, serta dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan (Kemendikbudristek, 2022). 
Salah satu prinsip utama penyelenggaraan layanan BK adalah inklusivitas. Setiap peserta didik berhak memperoleh layanan BK secara profesional tanpa diskriminasi. Tanggung jawab penyelenggaraan layanan tidak hanya berada pada Guru BK, tetapi juga melibatkan kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Layanan dapat diberikan secara individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk dengan memberikan perhatian terhadap peserta didik penyandang disabilitas (Kemendikbudristek, 2022).
Prinsip berikutnya adalah pengembangan peserta didik secara optimal. Layanan BK diarahkan untuk membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi dirinya, membangun keterampilan pribadi, sosial, belajar, dan karier, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Layanan juga perlu dilaksanakan secara fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).
Selain prinsip tersebut, penyelenggaraan layanan BK juga berlandaskan prinsip profesional dalam proses pemberian bantuan. Prayitno dan Amti (2015) mengemukakan beberapa prinsip penting, antara lain kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, dan kekinian. Kerahasiaan menuntut terjaganya informasi pribadi peserta didik; kesukarelaan menekankan kemauan peserta didik untuk mengikuti layanan; keterbukaan menghendaki adanya komunikasi yang jujur; keaktifan menempatkan peserta didik sebagai pihak yang terlibat dalam proses layanan; kemandirian mengarahkan layanan pada kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah; sedangkan kekinian menekankan kesesuaian layanan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik yang sedang dihadapi.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan substantif dalam penyelenggaraan layanan BK, sedangkan pengelolaannya dipahami melalui kerangka McKinsey 7S yang mengintegrasikan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, staf, dan kompetensi.
0. Konsep Implementasi  Layanan Bimbingan dan Konseling
Layanan BK di sekolah dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga dukungan sistem. Secara umum, layanan BK dibagi menjadi empat komponen layanan, yaitu:
6. Layanan Dasar.
Layanan dasar ditujukan untuk semua peserta didik dan bersifat preventif serta developmental. Layanan ini dapat diberikan secara klasikal dalam kelas besar, minimal satu jam pelajaran, atau dilakukan di luar kelas dengan media atau alat bantu tertentu. Layanan dasar juga bisa diberikan secara kelompok kecil (4–8 siswa) dengan membahas topik-topik aktual yang relevan dengan kehidupan siswa.
6. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual.
Layanan ini membantu peserta didik dalam menentukan minat, bakat, dan perencanaan masa depan. Implementasinya bisa dilakukan secara klasikal melalui bimbingan kelompok atau konseling kelompok, maupun secara individual melalui konseling pribadi dan layanan konsultasi. Layanan ini sering memerlukan kolaborasi dengan tim kurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan orang tua untuk mendiskusikan arah minat dan pilihan peserta didik.
6. Layanan Responsif
Berbeda dengan layanan dasar dan peminatan, layanan responsif dirancang untuk menangani masalah mendesak yang dialami peserta didik. Tujuannya adalah menuntaskan masalah dengan cepat dan tepat. Bentuk layanan ini dapat berupa konseling individual, konseling kelompok, atau konseling krisis. Bila diperlukan, layanan responsif juga dapat didukung dengan tindakan rujukan ke ahli atau mediasi yang melibatkan orang tua.
6. Layanan Dukungan Sistem
Layanan dukungan sistem berfokus pada kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan profesionalisme Guru BK atau konselor. Layanan ini bertujuan untuk memperkuat keberlangsungan layanan BK, sehingga setiap proses bimbingan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
0. Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling 
Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh, mencakup aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Layanan ini mendukung peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan mampu berperilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku di lingkungan lokal, nasional, dan global.
Dalam pelaksanaannya, layanan BK selaras dengan 8 dimensi profil lulusan SMA yaitu :
1) Dimensi Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Layanan BK membantu peserta didik mengembangkan hubungan spiritual dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Peserta didik diarahkan untuk menghayati, mengamalkan, dan menegakkan nilai-nilai spiritual secara konsisten dan bermanfaat bagi orang lain.
2) Dimensi Kewargaan
BK menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan lokal, nasional, dan global. Peserta didik diharapkan mampu mematuhi norma, menghargai keberagaman, dan mengajak orang lain berperilaku baik demi kebaikan bersama.
3) Dimensi Penalaran Kritis
Layanan BK mendukung peserta didik berpikir logis, analitis, dan kritis, mampu mengambil keputusan berbasis bukti, serta menyelesaikan masalah secara mandiri, etis, dan kontekstual.
4) Dimensi Kreativitas
Peserta didik dibimbing untuk menghasilkan gagasan baru, berpikir fleksibel, dan menciptakan karya inovatif yang kompleks dan berdampak, dengan mempertimbangkan resiko dan manfaatnya.
5) Dimensi Kolaborasi
BK menanamkan sikap kepedulian, berbagi, dan kerja sama secara konsisten. Peserta didik didorong untuk mengambil inisiatif, memimpin, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas bersama, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
6) Dimensi Kemandirian
 Layanan BK membantu peserta didik membangun tanggung jawab pribadi, kemampuan memotivasi diri, dan kepemimpinan. Peserta didik diarahkan untuk merencanakan dan mengaktualisasi pengembangan diri secara adaptif dan berkelanjutan, hingga mencapai target secara mandiri.
7) Dimensi Kesehatan
BK menekankan pentingnya hidup bersih dan sehat, kebugaran fisik dan mental, serta kesehatan lingkungan. Peserta didik tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga mampu menggerakkan orang lain agar peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan.
8) Dimensi Komunikasi
Layanan BK membantu peserta didik mengembangkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Peserta didik diarahkan agar mampu berkomunikasi secara efektif, kritis, terstruktur, dan persuasif di berbagai konteks.
Secara keseluruhan, layanan BK dirancang agar setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai tahapannya  mulai dari berkembang, cakap, hingga mahir sehingga tercapai kemandirian, karakter, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan.  
 Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah lebih terarah pada dukungan terihadap proses pendidikan siswa, yaitu:
1) Membantu siswa memahami dan menerima diri dalam hal; a) mengenali potensi minat, dan bakat, b) memahami kekuatan dan keterbatasan diri, dan c) membangun konsep diri positif.
2) Mengatasi masalah yang menghambat perkembangan diri siswa dalam hal; a) kesulitan belajar, b) rendahnya motivasi dan minat belajar, c) masalah emosi dan stres akademik, dan d) konflik sosial dan keluarga yang berdampak pada belajar.
3) Mengembangkan keterampilan belajar dan regulasi diri siswa dalam hal; a) merencanakan strategi belajar efektif, b) melatih manajemen waktu, c) mengembangkan disiplin dan kemandirian, d) membangun efikasi diri akademik.
4) Membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam hal; a) menentukan pilihan belajar, b) merencanakan jalur pendidikan dan karier, c) menetapkan tujuan belajar jangka pendek dan panjang.
0. Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling
Fungsi Fungsi layanan bimbingan dan konseling merupakan dasar penyelenggaraan layanan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Fungsi layanan BK meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengembangan, perbaikan, penyaluran, dan penyesuaian diri (Sukmadinata, 2011).
1) Fungsi Pemahaman
Fungsi pemahaman membantu peserta didik mengenali dan memahami diri serta lingkungannya, meliputi potensi, minat, bakat, kemampuan, karakteristik kepribadian, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi perkembangannya.
2) Fungsi Pencegahan
Fungsi pencegahan bertujuan mengantisipasi munculnya berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan peserta didik melalui pemberian informasi, bimbingan, dan upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan. 
3) Fungsi Pengembangan
Fungsi pengembangan diarahkan untuk membantu peserta didik mengoptimalkan potensi dan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier. 
4) Fungsi Perbaikan
Fungsi perbaikan membantu peserta didik mengatasi berbagai masalah atau hambatan yang telah muncul sehingga tidak semakin mengganggu proses perkembangan dan pencapaian tugas perkembangannya. 
5) Fungsi Penyaluran
Fungsi penyaluran membantu peserta didik menentukan pilihan pendidikan, kegiatan, dan karier yang sesuai dengan potensi, minat, kemampuan, serta karakteristik dirinya. 
6) Fungsi Penyesuaian Diri
Fungsi penyesuaian diri membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi secara sehat dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta menghadapi berbagai tuntutan perkembangan.
Fungsi tersebut menjadi landasan substantif dalam penyelenggaraan layanan BK, sedangkan pengelolaannya dipahami melalui kerangka McKinsey 7S yang mengintegrasikan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, staf, dan kompetensi..
0. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling
Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat berbagai bentuk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada empat jenis layanan, yaitu layanan penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok (Prayitno & Amti, 2015). 
1) Layanan Penguasaan Konten
Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan ini dapat mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan sekolah maupun perkembangan dirinya.
2) Layanan Konseling Perorangan
Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang diberikan secara individual melalui hubungan langsung antara konselor dan peserta didik untuk membantu memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Layanan ini dapat berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karier. 
3) Layanan Bimbingan Kelompok
Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik melalui dinamika kelompok untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pengembangan kemampuan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan dan perkembangan. 
4) Layanan Konseling Kelompok
Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui interaksi dan dinamika kelompok. 
Dengan demikian, layanan Bimbingan dan Konseling merupakan layanan profesional yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip, tujuan, fungsi, dan berbagai jenis layanan BK menjadi landasan substantif dalam penyelenggaraan layanan di sekolah. Sementara itu, McKinsey 7S ditempatkan sebagai kerangka manajemen yang digunakan untuk memahami dan mengelola penyelenggaraan layanan BK secara sistemik melalui tujuh elemen yang saling berkaitan, yaitu strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, SDM, dan kompetensi. Keterkaitan antarelemen tersebut memungkinkan pengelolaan layanan BK dilakukan secara terintegrasi, selaras, dan optimal dalam merespons kebutuhan peserta didik, termasuk dalam mendukung peningkatan minat belajar siswa..
1. Minat Belajar
0. Pengertian Minat Belajar
Minat belajar adalah kecenderungan psikologis yang menetap dalam diri individu untuk menyenangi dan terlibat dalam aktivitas belajar dengan kesadaran dan ketekunan. Minat tidak hanya mencerminkan rasa suka, tetapi juga mencakup keinginan kuat untuk memahami, menjelajahi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses belajar.
Menurut Slameto (2020), minat berkaitan dengan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu kegiatan. Dalam konteks pembelajaran, minat belajar tercermin dari adanya rasa senang terhadap kegiatan belajar, ketertarikan terhadap materi yang dipelajari, perhatian selama proses pembelajaran, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, siswa yang memiliki minat belajar cenderung memberikan perhatian lebih terhadap pembelajaran dan mengikuti kegiatan tersebut dengan perasaan senang. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Slameto bahwa minat merupakan salah satu faktor psikologis yang berperan dalam proses belajar..
Pandangan tersebut dapat diperkuat oleh Witherington (2002), yang memandang minat sebagai kesadaran individu terhadap suatu objek, persoalan, atau situasi yang memiliki hubungan dengan dirinya. Kesadaran tersebut kemudian mendorong perhatian individu terhadap objek yang diminatinya. Dalam konteks belajar, pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketika siswa memandang kegiatan atau materi pembelajaran memiliki makna bagi dirinya, akan muncul perhatian dan ketertarikan yang dapat mendorong keterlibatan dalam kegiatan belajar
0. Indikator Minat Belajar
Minat belajar dalam penelitian ini dipahami sebagai kecenderungan siswa untuk memberikan perhatian, menunjukkan ketertarikan, merasakan kesenangan, dan terlibat dalam kegiatan belajar. Konsep tersebut dibangun berdasarkan sintesis teori dan hasil kajian mengenai motivasi dan minat belajar, khususnya Patall et al. (2016) menunjukkan keterkaitan antara minat siswa selama pembelajaran dan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar, serta Urhahne dan Wijnia (2023) menempatkan interest sebagai salah satu konstruk penting dalam teori motivasi pendidikan yang berkaitan dengan arah, intensitas, dan keberlangsungan perilaku belajar. Hal tersebut diperkuat oleh pandangan Slameto (2020) mengenai karakteristik minat belajar yang tercermin melalui perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, indikator minat belajar tidak diposisikan sebagai indikator yang diambil secara langsung dari satu teori, melainkan dioperasionalkan melalui sintesis beberapa perspektif teoretis yang relevan.
Berdasarkan sintesis tersebut, minat belajar diidentifikasi melalui empat indikator, yaitu (1) ketertarikan terhadap kegiatan belajar, (2) perasaan senang dalam mengikuti pembelajaran, (3) ketekunan dalam kegiatan belajar, dan (4) keterlibatan aktif dalam belajar.
0. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar
Minat belajar tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Uno (2016), faktor-faktor tersebut meliputi:
1. Faktor Internal: motivasi, kesehatan jasmani rohani, kepercayaan diri serta pengalaman belajar sebelumnya
1. Faktor Eksternal: lingkungan belajar ( fisik dan sosial), peran guru, materi dengan metoda pembelajaran, serta dukungan orang tua.
0. Sebab Timbul Minat Belajar 
Minat belajar tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal siswa. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis dan dorongan dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang mendukung atau menghambat kegiatan belajar.
1) Faktor internal
Faktor internal meliputi kebutuhan dan dorongan belajar, perasaan senang, serta persepsi terhadap manfaat belajar. Kebutuhan dan tujuan yang dirasakan penting dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar (Sardiman, 2012). Perasaan senang terhadap kegiatan belajar juga menjadi bagian penting dari minat, karena siswa yang memiliki minat cenderung memberikan perhatian dan menikmati kegiatan yang dilakukan (Slameto, 2020). Selain itu, pemahaman terhadap manfaat dan nilai suatu aktivitas belajar dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Urhahne & Wijnia, 2023).
2) Faktor eksternal
Faktor eksternal terutama berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dukungan keluarga, perhatian orang tua, serta suasana rumah yang kondusif dapat mendukung perkembangan minat belajar. Di lingkungan sekolah, hubungan positif dengan guru, suasana belajar yang nyaman, serta kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran dapat memperkuat minat dan keterlibatan siswa (Patall et al., 2016).
0. Karakteristik Minat Belajar
Minat belajar dapat dikenali melalui sikap dan perilaku siswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar cenderung menunjukkan perasaan senang terhadap kegiatan belajar, ketertarikan terhadap materi yang dipelajari, perhatian terhadap proses pembelajaran, keterlibatan dalam aktivitas belajar, serta ketekunan dalam mengikuti dan menyelesaikan kegiatan belajar. Minat juga dapat terlihat dari adanya keinginan siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam dan kesediaan untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran tanpa semata-mata bergantung pada dorongan dari luar.
Dengan demikian, karakteristik minat belajar menunjukkan bahwa minat bukan hanya berupa rasa suka atau ketertarikan secara psikologis, tetapi juga dapat termanifestasi dalam perilaku belajar siswa. Manifestasi tersebut antara lain tampak melalui perhatian, partisipasi, usaha, dan ketekunan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
0. Upaya Meningkatkan Minat Belajar 
Upaya meningkatkan minat belajar perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan kolaboratif dengan memperhatikan kondisi siswa serta lingkungan belajar. Minat belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal siswa, tetapi juga oleh pengalaman belajar, hubungan dengan guru, lingkungan sekolah, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peningkatan minat belajar memerlukan keterlibatan sekolah secara menyeluruh melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna, lingkungan yang mendukung, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa meliputi penciptaan pembelajaran yang bermakna, penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan bervariasi, pembangunan hubungan positif antara guru dan siswa, pemberian penguatan dan apresiasi, serta pengembangan motivasi internal siswa. Pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan dan kehidupan siswa dapat meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Demikian pula, interaksi positif antara guru dan siswa serta pemberian apresiasi dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan minat dan keterlibatan siswa (Patall et al., 2016; Urhahne & Wijnia, 2023)

1. Landasan Kebijakan
Landasan kebijakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan posisi layanan konseling dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus sebagai acuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan regulatif (das sollen) dengan praktik implementasi di satuan pendidikan (das sein). Kebijakan pendidikan yang menjadi rujukan penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan teknis yang secara langsung mengatur penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
Dalam konteks layanan konseling, amanat undang-undang tersebut menempatkan peserta didik sebagai subjek pengembangan yang harus difasilitasi secara holistik, tidak hanya melalui proses pembelajaran akademik, tetapi juga melalui layanan pendampingan psikologis, sosial, dan pengembangan diri. 
Dengan demikian, layanan konseling memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, termasuk dalam menumbuhkan minat belajar siswa sebagai prasyarat keterlibatan aktif dalam proses pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan penguatan terhadap profesionalisme pendidik, termasuk guru bimbingan dan konseling. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Penegasan tugas membimbing dalam undang-undang ini menempatkan layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari tugas profesional guru.
Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bagi guru BK, keempat kompetensi tersebut menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan layanan konseling belajar yang efektif. Kompetensi pedagogik diperlukan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, sementara kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan pendekatan dan teknik konseling yang tepat.
Ketentuan dalam undang-undang ini mengimplikasikan bahwa layanan BK harus dikelola secara profesional dan sistematis. Manajemen layanan BK yang baik diperlukan agar kompetensi guru BK dapat diimplementasikan secara optimal dalam membantu peserta didik mengembangkan minat belajar. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar yuridis bagi pengelolaan layanan BK yang berbasis pada kompetensi pendidik dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.
1. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru BK
Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya program layanan, tetapi juga oleh kualitas guru BK/konselor sebagai pelaksana layanan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa guru BK harus memenuhi standar kualifikasi akademik serta memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan layanan BK yang efektif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.
Kompetensi pedagogik diperlukan agar guru BK mampu memahami karakteristik, kebutuhan, potensi, dan tugas perkembangan peserta didik sebagai dasar dalam merancang layanan yang tepat sasaran. Kompetensi kepribadian mencerminkan integritas, kedewasaan, dan keteladanan guru BK sehingga mampu membangun hubungan konseling yang dilandasi kepercayaan, empati, serta penghargaan terhadap peserta didik. Kompetensi sosial memungkinkan guru BK menjalin komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, serta pihak lain yang terkait dalam mendukung keberhasilan layanan. Sementara itu, kompetensi profesional menjadi landasan bagi guru BK dalam melaksanakan asesmen kebutuhan, menyusun program, memberikan layanan, melakukan evaluasi, serta mengembangkan layanan secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik.
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 merupakan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Regulasi ini menjadi landasan yuridis utama bagi pelaksanaan layanan BK di sekolah karena secara tegas menempatkan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.
Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Ketentuan ini menunjukkan bahwa layanan BK tidak hanya berfungsi sebagai layanan remedial, tetapi juga sebagai layanan pengembangan yang berorientasi pada penguatan potensi peserta didik, termasuk dalam aspek belajar. Dengan demikian, aspek belajar diposisikan sebagai salah satu domain utama layanan bimbingan dan konseling yang harus dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pasal 6 menyatakan bahwa bidang layanan bimbingan dan konseling meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Bidang belajar diarahkan untuk membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan belajar, mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif, meningkatkan motivasi belajar, serta menumbuhkan minat belajar. Ketentuan ini menegaskan bahwa peningkatan minat belajar siswa bukan merupakan tujuan tambahan, melainkan bagian integral dari mandat layanan bimbingan dan konseling sebagaimana diatur dalam regulasi ini.
Selain mengatur ruang lingkup layanan, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya pengelolaan layanan bimbingan dan konseling secara manajerial. Regulasi ini mengatur bahwa layanan BK harus direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, dilaksanakan secara sistematis, serta dievaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas layanan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa layanan BK tidak dapat dilaksanakan secara insidental, melainkan harus dikelola melalui perencanaan program yang jelas, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang terstruktur.
Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap kajian manajemen layanan bimbingan dan konseling. Regulasi ini secara eksplisit menuntut adanya pengelolaan layanan BK yang efektif, sistematis, dan berbasis kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penelitian mengenai manajemen layanan bimbingan dan konseling berbasis model McKinsey dalam meningkatkan minat belajar siswa relevan dan sejalan dengan amanat regulasi, khususnya dalam upaya memperkuat layanan BK sebagai sarana pengembangan sikap dan minat belajar peserta didik.
1. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas.
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025 mengatur pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai upaya menjamin profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas utama pendidikan. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa beban kerja guru tidak hanya mencakup kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi juga meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.
Guru Bimbingan dan Konseling (BK)/konselor memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan guru mata pelajaran lainnya. Beban kerja guru BK secara khusus diwujudkan dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan kepada peserta didik. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025 memberikan legitimasi yuridis bahwa layanan BK merupakan bagian integral dari pemenuhan beban kerja guru, bukan tugas tambahan atau aktivitas pendukung semata.
Permendikbud ini menegaskan bahwa pemenuhan beban kerja guru BK dilaksanakan melalui layanan langsung kepada peserta didik, seperti layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier, serta kegiatan pendukung berupa asesmen kebutuhan, perencanaan program BK, evaluasi layanan, dan tindak lanjut hasil layanan. Dengan demikian, layanan BK diakui sebagai bentuk kerja profesional yang memiliki bobot dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penguatan posisi layanan Bimbingan dan Konseling di satuan pendidikan. Layanan BK dipandang sebagai bentuk pemenuhan beban kerja profesional guru yang berkontribusi langsung terhadap perkembangan peserta didik, iklim sekolah yang kondusif, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi layanan BK sejalan dengan implementasi Permendikbud ini dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang holistik, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik

1. Penelitian  Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	No
	Penulis & Tahun
	Judul
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	 1
	Cobbina, S., 2025
	The Impact of Guidance and Counselling Services on Students’ Social Adjustment and Academic Engagement in Senior High Schools
	Partisipasi aktif dalam layanan konseling yang terstruktur berkaitan dengan peningkatan motivasi akademik dan keterlibatan sekolah siswa SMA di Ghana, meskipun tantangan seperti stigma budaya dan keterbatasan layanan masih ada.
	Sama menunjukkan hubungan antara layanan konseling dan motivasi serta keterlibatan belajar siswa.
	Penelitian ini juga menyoroti aspek penyesuaian sosial, faktor budaya, dan hambatan implementasi layanan konseling.. 

	 2
	Deng, 2024
	Exploring How Story-Focused Peer Counselling Impacts Sense of Purpose and Achievement Motivation
	Peer counseling berbasis cerita meningkatkan motivasi dan sense of purpose siswa.
	Fokus pada konseling berdampak pada motivasi/
minat belajar siswa.
	Layanan peer counseling, bukan BK formal sekolah.

	 3
	Graf, 2023
	What They Need from a School Counseling Program
	School counselors membantu meningkatkan motivasi belajar, persistensi, dan karier siswa.
	Sama relevan pada peran konselor terhadap motivasi siswa.
	Konteks luas: kurikulum dan karier, bukan BK rutin.

	 4
	Hidayati et al., 2025
	Strategi Layanan Konseling Behavior
	Konseling behavior meningkatkan motivasi belajar siswa SMA.
	Fokus strategi BK dan motivasi siswa.
	Pendekatan behavior spesifik.

	 5
	Jayasekara, T. H., 2024
	Empowering Adolescents: The Crucial Role of School Guidance and Counselling Services in Addressing Educational Challenges in Sri Lanka
	Layanan bimbingan dan konseling sekolah berperan penting dalam membantu siswa menghadapi tantangan pendidikan melalui penguatan motivasi belajar, keterlibatan di sekolah, dan kemampuan beradaptasi secara akademik.
	Sama-sama menekankan peran layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung motivasi dan perkembangan akademik peserta didik.
	Penelitian Jayasekara berfokus pada peran layanan BK dalam menghadapi tantangan pendidikan dan konteks sosial-budaya di Sri Lanka.

	 6
	Khairuddin, 2025
	Bimbingan Konseling Islam
	Layanan BK berbasis Islam mendukung motivasi dan proses belajar siswa.
	Menekankan peran BK dalam motivasi belajar.
	Pendekatan berbasis pendidikan agama Islam.

	 7
	Kumalasari, 2021
	Bimbingan Kelompok & Motivasi Belajar SMA
	Layanan kelompok meningkatkan motivasi belajar siswa SMA.
	Dampak BK terhadap motivasi belajar.
	Kuantitatif, layanan kelompok spesifik.

	 8
	Mokodenseho et al., 2024
	Analysis of School Counseling Services, Social Support, & Learning Motivation on Academic Achievement
	School counseling services dan social support berhubungan positif dengan motivasi dan prestasi akademik.
	Sama menekankan layanan konseling terhadap motivasi belajar.
	Fokus juga pada dukungan sosial, bukan hanya konseling.

	 9
	Niccum, 2018
	Addressing Student Motivation in the School Setting
	Program konseling sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan strategi belajar siswa.
	Sama membahas konseling dan motivasi belajar siswa.
	Fokus pada model motivasi, bukan manajemen BK praktis.

	10
	Nurhayati, D, 2022
	Layanan Bimbingan Kelompok di SMP
	BK kelompok meningkatkan motivasi belajar siswa SMP.
	Layanan kelompok BK dan motivasi belajar.
	Jenjang SMP, penelitian tindakan.

	11
	Rowell, 2013
	Academic Motivation: Concepts, Strategies, and Counseling Intervention
	Konseling dan intervensi akademik berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa.
	Sama fokus pada konseling dan motivasi belajar siswa.
	Teoritis/
literatur review, bukan studi lapangan.

	12
	Saadat, 2011
	How Systematic Motivational Counseling Affects Academic Achievement Motivation
	Konseling motivasi efektif meningkatkan motivasi akademik.
	Sama melihat pengaruh intervensi konseling pada motivasi siswa.
	Metode berbeda, data lama.

	13
	Samuel-Alewa, M.F., Alaku, A. A., Nwaginnaya, C. W.  2025
	Influence of School Counselling Services on Students’ Self‑Esteem and Motivation in Selected Schools in Bassa LGA, Plateau State
	Layanan konseling sekolah secara signifikan meningkatkan motivasi belajar dan self‑esteem siswa SMA, serta sikap positif terhadap sekolah. Studi survei pada siswa SMA di Nigeria.
	Fokus pada peran layanan konseling terhadap motivasi siswa dan hasil 
	Konteks Afrika (Nigeria), bukan layanan BK sekolah formal seperti di Indonesia, tetapi masih relevan secara internasional. 

	14
	Sekibo, I., Tinibu, J., & Balogun, M., 2022
	School Counselling Programme and Students’ Academic Development
	Studi di Namibia menunjukkan bahwa program konseling sekolah yang komprehensif mendukung perkembangan akademik siswa secara umum, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan sumber daya konselor.
	Sama relevan pada peran program layanan konseling dalam mendukung hasil belajar siswa.
	Fokus lebih pada evaluasi program konseling secara keseluruhan dibandingkan dampak langsung pada motivasi belajar. 

	15
	Tanjung & Rusman, 2024
	Konseling Kelompok & Motivasi
	Konseling kelompok berbasis teknik scaling meningkatkan motivasi belajar siswa.
	Sama menekankan BK kelompok dan motivasi.
	Teknik scaling spesifik.

	16
	Wahyudin, 2025
	Bimbingan Kelompok di SMP Negeri 2 Simpang Hilir
	BK kelompok meningkatkan motivasi belajar siswa.
	Sama hubungan BK dan motivasi belajar.
	Pendekatan PTBK dan data siklus.

	17
	Wahyuni et al., 2025
	Layanan Dasar BK: Meningkatkan Motivasi Belajar
	Layanan BK individual dan sistematis meningkatkan motivasi belajar siswa.
	Fokus pada layanan BK dan motivasi siswa.
	Teoritis, bukan lapangan empiris.

	18
	Zahara et al., 2025
	Bimbingan Klasikal Berbasis PBL
	Layanan BK klasikal berbasis PBL meningkatkan motivasi belajar siswa.
	Layanan BK memengaruhi motivasi siswa.
	Fokus pada model PBL spesifik.

	19
	Zubaidah et al., 2023
	Peran Guru BK dalam Memotivasi Belajar SD
	Guru BK meningkatkan motivasi belajar siswa SD.
	Fokus pada peran guru BK.
	Jenjang SD, bukan SMA.

	20
	Zulhendri et al., 2025
	BK Tingkatkan Motivasi Belajar Matematika
	BK membantu motivasi belajar matematika siswa SMP.
	Peran BK dalam motivasi belajar.
	Fokus pada mata pelajaran tertentu.



Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai layanan bimbingan dan konseling menunjukkan kecenderungan yang kuat pada hubungan layanan BK dengan motivasi, keterlibatan, dan perkembangan akademik peserta didik. Sejumlah penelitian mengkaji kontribusi layanan konseling terhadap motivasi dan keterlibatan akademik siswa, sementara penelitian lainnya berfokus pada bentuk atau teknik layanan tertentu, seperti peer counseling, konseling behavior, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan bimbingan klasikal. Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya program konseling sekolah dan peran konselor dalam mendukung perkembangan akademik peserta didik..
Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih lebih banyak menempatkan layanan BK sebagai intervensi, bentuk layanan, atau program tertentu. Kajian yang memandang penyelenggaraan layanan BK sebagai suatu sistem manajemen yang mengintegrasikan berbagai unsur organisasi masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar kajian menggunakan motivasi belajar sebagai fokus atau output, sedangkan kajian mengenai minat belajar siswa dalam perspektif manajemen layanan BK masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan dasar bahwa layanan BK berperan dalam mendukung perkembangan akademik peserta didik, tetapi masih terdapat ruang kajian untuk memahami pengelolaan layanan BK sebagai sistem organisasi yang terintegrasi, khususnya melalui kerangka McKinsey 7S dan kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa. Kesenjangan tersebut selanjutnya dipetakan melalui Matriks Research Gap.

Tabel 2.2 Matriks Research Gap 

	No.
	Kelompok Kajian
	Penelitian Terdahulu
	Temuan Utama
	Research Gap

	1
	BK dan motivasi/ keterlibatan belajar
	Cobbina (2025); Jayasekara (2024); Mokodenseho et al. (2024); Samuel-Alewa et al. (2025)
	Layanan BK berkontribusi terhadap motivasi dan keterlibatan akademik
	Belum menjelaskan bagaimana layanan BK dikelola sebagai sistem organisasi

	2
	Bentuk/teknik layanan BK
	Deng (2024); Hidayati et al. (2025); Kumalasari (2021); Tanjung & Rusman (2024); Zahara et al. (2025)
	Bentuk atau teknik layanan tertentu mendukung motivasi belajar
	Fokus pada intervensi spesifik, belum pada manajemen layanan secara menyeluruh

	3
	Program dan peran konselor
	Graf (2023); Niccum (2018); Sekibo et al. (2022); Zubaidah et al. (2023)
	Program/peran konselor mendukung perkembangan akademik
	Belum menggunakan kerangka manajemen organisasi untuk mengintegrasikan berbagai unsur layanan

	4
	Konseling dan motivasi akademik
	Rowell (2013); Saadat (2011)
	Konseling dapat mendukung motivasi akademik
	Lebih menekankan intervensi dan motivasi, belum mengkaji minat belajar melalui perspektif manajemen BK

	5
	BK dan karakteristik/
konteks khusus
	Khairuddin (2025); Nurhayati (2022); Wahyudin (2025); Zulhendri et al. (2025)
	BK mendukung motivasi dalam konteks tertentu
	Terbatas pada pendekatan, jenjang, atau bidang tertentu

	6
	Sintesis gap
	Seluruh penelitian terdahulu
	BK telah banyak dikaji terkait motivasi dan perkembangan akademik
	Belum ditemukan McKinsey 7S sebagai kerangka manajemen layanan BK yang secara sistemik dan diarahkan pada peningkatan minat belajar siswa



Berdasarkan matriks research gap tersebut, kajian yang dikembangkan menempatkan layanan BK tidak semata-mata sebagai intervensi individual, kelompok, atau program tertentu, tetapi sebagai suatu sistem yang perlu dikelola secara terintegrasi. Dalam kerangka tersebut, McKinsey 7S digunakan sebagai kerangka manajemen untuk memahami keterkaitan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya, SDM, dan kompetensi dalam penyelenggaraan layanan BK. Perspektif ini memperluas kajian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada bentuk layanan dan dampaknya terhadap motivasi atau perkembangan akademik menuju kajian mengenai manajemen layanan BK yang terintegrasi dan kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa.
Perkembangan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian layanan BK telah bergerak dari pemberian bantuan individual menuju layanan yang lebih komprehensif dalam mendukung perkembangan peserta didik. Meskipun demikian, kajian yang ada masih dominan melihat BK dari sisi bentuk layanan, teknik intervensi, peran konselor, atau keterkaitannya dengan motivasi belajar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perspektif yang memandang penyelenggaraan BK sebagai suatu sistem yang melibatkan keterkaitan berbagai unsur organisasi.
Dalam perspektif manajemen, McKinsey 7S memandang organisasi melalui tujuh elemen yang saling berkaitan, yaitu strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya, staf, dan keterampilan. Keterkaitan antarelemen tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi memerlukan keselarasan dan integrasi, bukan pengelolaan setiap unsur secara terpisah. Dengan demikian, state of the art kajian ini terletak pada pengembangan perspektif dari BK sebagai layanan atau intervensi menuju BK sebagai sistem manajemen yang dikelola secara terintegrasi, dengan McKinsey 7S sebagai kerangka manajemennya dan minat belajar siswa sebagai salah satu orientasi hasil layanan.
Berdasarkan state of the art tersebut, posisi penelitian berada pada kajian manajemen layanan BK dengan menggunakan McKinsey 7S sebagai kerangka manajemen. Posisi ini memperluas penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji bentuk layanan, teknik konseling, peran konselor, atau hubungan layanan BK dengan motivasi belajar, dengan memandang penyelenggaraan layanan BK secara sistemik melalui keterkaitan strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya, SDM, dan kompetensi serta kaitannya dengan peningkatan minat belajar siswa. Posisi tersebut menjadi dasar bagi pengembangan model manajemen layanan BK integratif berbasis McKinsey 7S.
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